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WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal
264 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Parepare Tahun 2021;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan ..............



10.

11.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor );

12. Peraturan ...........



Menetapkan
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12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019

13.

14.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Parepare Nomor 141);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare
Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Parepare.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Parepare.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat
Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang,
jangka menengah, perencanaan tahunan daerah dan
rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi dan
pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Parepare.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat
rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

9.Rencana .............
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11.

12.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan
program Walikota/Wakil Walikota terpilih yang memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja
perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku
dalam rangka menyusun rencana pembangunan
Nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2

RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan
Kebijakan Umum APBD, PPAS dan RAPBD Tahun
Anggaran 2021.

RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan
RPJMD Kota Parepare.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga
konsistensi RKPD dengan RAPBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan
Anggaran DPRD berhak menolak Renja Perangkat
Daerah yang dinilai tidak sesuai dengan RKPD.

Dalam hal Renja Perangkat Daerah ditolak oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan Anggaran
DPRD, maka Renja Perangkat Daerah dimaksud tidak
diakomodir dalam penganggaran pembangunan.

Pasal 4

Dokumen RKPD, secara sistematik memuat kerangka
penjabaran sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Maksud dan Tujuan
Sistematika Dokumen RKPD
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BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB IIl KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB 'V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 5

RKPD Kota Parepare Tahun 2021 berisi prioritas
pembangunan baik yang terkait APBD, APBD Provinsi
dan APBN.

Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. pengembangan Infrastruktur yang mendukung

pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar;

peningkatan kulitas dan akses pendidikan;

peningkatan kualitas dan layanan kesehatan;

pengembangan kepariwisataan daerah;

pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi

angka kemiskinan;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

g. pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan
bencana; dan

h. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata
kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
PELAKSANAAN RKPD

Pasal 6

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD
sebagai bahan musrenbang pada tingkat Kelurahan,
Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
tingkat kota.

opo o

=

(2) Kepala .........
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(2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan
rancangan RKPD dengan menggunakan Renja
Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang,
penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur
penyelenggara pemerintahan dan stakeholder terkait.

(2) Kepala Bappeda melaksanakan penyusunan rancangan
akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA PAREPARE,
ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 24



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare

Lampiran Peraturan Walikota Parepare
Nomor 24 TAIUN 2020

Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Parepare Tahun 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa perencanaan
pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan
bernegara. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah tersebut meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
jangka waktu 20 tahun;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan tersebut diatur
secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD
dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis melalui beberapa

tahapan. Tahapan tersebut meliputi :

I- 1| Pemerintah Kota Parepare Tahun 2020



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Bappeda

Tahun 2021 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun
kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

1.

RKPD Kota Parepare Tahun 2021 menjadi pedoman bagi seluruh
perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare dalam
melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sepanjang tahun
2021.

.Seluruh Perangkat Daerah Kota Parepare berkewajiban untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
RKPD Kota Parepare Tahun 2021 secara aktif dan berupaya
semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan untuk berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kota
Parepare Tahun 2018-2023.

. Kepala Bappeda Kota Parepare berkewajiban untuk melaksanakan

monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD
Kota Parepare 2021.

.Seluruh Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan

pengawasan dan pengendalian secara internal untuk mengetahui
progress repor dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang dilaksanakannya.

. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat

dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA PAREPARE,
ttd

TAUFAN PAWE



